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PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 32 TAHUN 2OO9

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

BISMITLAHTRAH MANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ATTAH VANG MAHA KUASA

I' lenimbanq

Meng ingat

WALIKOTA LANGSA,

bahwa sebagai pelaksananan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah
Nomor  72  tahun 2005 ten tang Desa dan da lam rangka men ingkatkan pendapatan
masyarakat di  Gampong, Pemerintah Gampong dapat mendirrkan/membentuk
lembaga perekonomian yang mandrr i  sesuai dengan kebutuhan dan potensi
gampong.

bahwa berdasarkan pe f t imbangan sebaga imana d i rnaksud pada huru f  a  d j  a tas ,
dengan mendahu lu i  Qanun per lu  mengatur  ta ta  cara  pembentukan dan
pengelolaan BUMG dalam suatu Peraturan Wal ikota.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara  Tahun 2oo4 Nomor  53 ,  Tambahan
Lembaran Negara  Nomor4389) ;
Undang-Undang Nomor  25  Tahun 2004 ten tang S is tem Perencanaan Pembangunan
Nas iona l  (Lembaga Negara  Tahun 2004 Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor 442I);
Undang-Undang Nomor  32  Tahun 2004 ten tang Pemer in tahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Njomor 4437);
sebaga imana te la l r  d iubah beberapa ka l i  te rakh i r  dengan Undang Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 48M);
undang Undang Nomor  33  Tahun 2004 ten tang Per imbangan Keuangan an tara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4/+38 ) ' ,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembararr Negara Nornor 458j) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terrtang pembagran Urusan
Petnerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi  dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4137):
Peraturan Mentert  Dalam Negeri  Nomor 15 Tahurr 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk  Hukum Daerah;
Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 16 Tahun 2006 tentanq prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;
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Menetapkan MEMUTUSKAN:

PERATUMN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Pera turan  in i  yang d imaksud dengan :
1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lancsa:
2. Kota adalah Kota Langsa.
-? .  Wal iko ta  ada lah  Wal iko ta  Langsa.
4 .  Pemer in tah  Gampot rg  ada lah  Geuch ik  dan Perangkat  Gampong sebagar  unsur

penyelerrggara pemerintahan Gam pong
5.  Perangkat  Gampong ada lah  apara tur  gampong yang ber tugas  membantu  Geuch ik

da lam melaksanakan tugas  sehar i -har i ;
6 .  Tuha Peuet  Gampong yang se lan ju tnya  d isebu i  TPG ada lah  badan

permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipi l ih secara langsung dari  dan oleh
masyarakat  Gampong se tempat  yang te rd i r i  dar i  unsur  u lama,  tokch
rnasyarakat  se tempat  te rmasuk pemuda dan perempuan,  pemuda adat  dan cerd ik
panda i /cendekrawan yang ada d i  Gampong yang ber fungsr  mengayomr  adat
istradat,  membuat peraturan Gampong, nrenampung dan menyalurkan aspirasr
masyarakat setempat sefta melakukan pengawasan secara efekt i f  terhadap
penye lenggaraan Pemer in tahan Gampong;

7 .  Muk im ada lah  kesatuan masyarakat  hukum yang te rd i r i  dar i  gabungan beberapa
Gampong yang mempunyai batas wi layah ter lentu dan harla kekayaan sendir i ,
berkedudukan langsung d i  bawah Kecamatan yang d ip imp in  o leh  Imum Mukrm;

8 .  Kewenangan Gampong ada lah  hak  dan kekuasaan Pemer in tahan Gampong da lam
menye lenggarakan rumah tangganya send i r i  un tuk  mengatur  dan mengurus
kepent ingan masyarakat setempat;

9 .  Badan Usaha Mi l i k  Gampong yang se lanJutnya d isebut  BUMG ada lah . len is  usaha
perr ingkatan perekonomian nrasyarakat yang berbadan yang dikuasar oleh
Pemerintahan Gampong;

1C.  Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga ada lah  anggaran dasar  dan
anggaran rumah tangga Badan Usaha Mi l i k  Gampong;

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN BUMG

Pasal 2

(1)  Pemer ' ln tah  Gampong dapat  mend i r i kan  Badan Usaha Mi l i k  Gampong sesua i
dengan kebutuhan dan po tens i  gampong.

(2 )  Kebutuhan dan po tens i  gampong sebaga imana d in raksud pada ayat  (1 )  yar tu  :
a.  mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
b .  te rsed ia  sumber  daya gampong yang be lum d imanfaatkan secara  op t rma l

terutama kekayaan gampong.
c .  te rsed ia  sumber  daya manus ia  yang mampu menge lo la  badan usa l ra  sebaga i

asset penggerak perekonomian masyarakat.
d. adanya unit  uni t  usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga

masyarakat yang dikelola secara parsial  dan kurang terakomodasi.
(3 )  Pembentukan Badan Usaha Mi l i k  Gampong sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) ,

d r te tapkan dengan Qanun Gampong berpedoman pada pera turan  perundar rg-
undangan yan9 oer laKu.

Pasal 3

(1)  Bentuk  Badan Usaha Mi l i k  Ganrpong d i ru rnuskan dan
musyawarah gampong antara  Pemer in tahan Gampong dan
m a n d t a l  r  n r r ' l a  6 n + 6 n ( ' i  ^ 1 m ^ n n ^|  |  r q r  r y c L U  y o u o  P w L E r  r ) r  9 o r  r r H v r  t 9 .
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(2 )  Bentuk  Badan Usaha sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) ,  harus  berbadan hukum.
(3)  Badan Hukum sebaga imana d imaksud pada ayat  (2 ) ,  dapat  berupa lembaga brsnrs

yang kepemil ikan mdeJalnya berasal dar i  Pemerintah Gampong dan Masyarakat.
(4) Secara umum Badan Usaha Mil ik Gampong dapat berbentuk:

a. Usaha Bersama (UB);
b .  Perusahaan Gampong;
c. Koperasi ;
d.  Perseroan Terbatas (PT).

(5) Lembaga bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa usaha yang
kepemil ikan sahamnya berasal dar i  Pemerintah Gampong dan masyarakat seperl i  :
usaha mik ro  kec i l  dan menengah,  lembaga keuangan mik ro  gampong (usaha
ekonomi  Gampong,  s impan p in lam,  Badan Kred i t  Gampong,  lembaga s impan
p in jam berbas is  masyarakat ,  lembaga perk redr tan  gampong dan sebaga inya) "

Pasal 4

(1)  Pembentukan Badan Usaha Mi l i k  Gampong d ia tu r  dengan eanun Gampong.
(2 )  Qanun Gampong sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) ,  sekurang-kurangnya

memuat  :
a .  ke ten tuanpend i r ian ;
b. tempat kedudukan, tujuan dan jenis kegiatarr usaha;
c .  permoda lan  dan pe  nge lo laan;
d .  Jen is  usaha;
e. ketentuan pengangkatan, pemberhent ian Direksr;
f .  tanggung. lawab dan tun tu tan  gant i  rugr ;
g .  tahun buku dan anggaran;
h .  penetapan dan penggunaan laba;
i .  pembubaran dan perubahan s ta tus  badan nukum;
j .  ketentuan peral i l ran dan penutup.

BAB III
MANFAAT DAN TUJUAN

Pasal 5

(1) Manfaat pembentukan Badan Usaha Mil ik Gamporrg bagi pemerintahan Gampong .
a. menciptakan kegiatan usaha baru yang berakar dari  sumber daya yang ada serta

opt ima l tsas t  keg ia tan  keg ia tan  ekonomi  masyarakat  gampong yang te lah  ada;
b. nteningkatkan kesempatan berusaha dalam rangke nremperkuat ekonomi;
c .  membantu  Pemer in tahan Gampong da lam mengurang i  dan men ingkatkan

kesejahteraan warga masyarakat miskin di  gampongnya;
d. mengakomodasikan atau dapat menjadi wadah dari  berbagai uni i  usaha

Gampong yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang modal usahanya dari
Pemerintah Pusat,  Pemerrntah Propinsr,  Pemerintah Kota dan Pemerintah
Gampong.

(2) Tujuan dibentuknya Badan Usaha Mil ik Garnporrg adalah :
a .  te rbentuknya lembaga perekonomian gampong yang mand i r i  dantangguh;
b .  mempero leh  keuntungan mela lu i  usaha-usaha gampong guna men ingkatkan

sumber pendapatan asl i  gampor-rg;
c.  memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV
DIREKSI

Pasal 6

(1)  D i reksr  Badan Usa l ra  Mi l i k  Ganrpong te rd i r i  dar i  sekurang-kurangnya Komisar is
(Pembina),  Drrektur (Ketua) dan Kepala Unit  Kerja atau sesuai dengan bentuk usaha
sebaga imana d imaksud pasa l  3  aya t  (4 ) .

(2) Dtreksi .1fu



(2) Direksi  BUMG diangkat oleh Geuchik atas persetutuan TPG dan bukan dari  unsur
apara tur  gampong dan Anggota  TPG.

(3) Calon Direksi  yang berasal dar i  Pegawai Negerr harus meiepaskan status
kepegawaiannya.

Pasal 7

(1) Untuk diangkat sebagar Direksi  harus memenuhi persyaratan :
a .  warga gampong yang mempunya i  .1 iwa w i rausaha;
b .  ber tempat  t ingga l  dan menetap d i  gampong sekurang-kurangnya 2  (dua)  tahun;
c. berkepribadian baik,  ju jur,  adi l ,  cakap, berwrbawa dan penuh perrgabdian

terhadap perekonomian gampong ;
d .  berpend id ikan yang memada i  min ima l  ber i jasah Seko lah  Lan ju tan  T ingkat

Pertama (SLTP) atau berpengetahuan sedera_1at;
e .  Bukan dar i  Pegawar  Neger i  S ip i l ;
f .  T rdak  te r ika t  hubungan ke luarga dengan Geuch ik  dan Anggota  D i reks i  la innya.

(2) Pengangkatan dan pemberhent ian direksi  atas usul Badan Pengawas dan
ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.

Pasal 8

(1)  Proses  se leks i  D i reks i  da lam organ isas i  Badan L- tsaha Mi l i k  Gampong d i lakukan
mela lu r  Forum Musyawarah Gampong (FMG) .

(2) Forum Musyawarah Gampong sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) terdir i  darr
Tokoh Agama, keterwaki lan dari  masing-masing Gampong dan Perangkat
Gampong.

(3) Jumlah anggota direksi  pal ing banyak 3 ( t iga) orang, seorang diantarany,a diangkat
sebaga i  D i rek tu r  Utama.

Pasal 9

Masa bak t i  d i reks i  maks imal  3  ( t iga)  tahun dan dapat  d ip i l ih /d i tun juk  kembal i  un tuk  sa tu
masa jabatan ben kutnya.

Pasal 10

Di reks i  dapat  d iberhent ikan  apab i la  :
a .  te lah  se lesa i  masa bak t inya ;
b .  men ingga l  dun ia ;
c .  a tas  permin taan send i r i ;
c i .  t rdak  dapat  me lakukan tugas  dengan ba ik  seh ingga mengharnbat  per lunrbuhan dan

perkembangan Badan Usaha Mi l i k  Gampong;
e .  te r l rba t  da lam t indakan yang merug ikan BUMG;
f.  menlalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadi lan yang nrenrpunyai

kekuatan hukum tetap.

BAB V
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 11

(1)  Tugas D i reks i  Badan Usaha Mi l i k  Gampong ya i tu  :
a .  Mengurus  dan menge lo la  Kekayaan BUMG sbb:

1 .  mengembangkan dan membina Badan Usaha Mi l i k  Ganrpong agar
tumbuh dan berkembang men1adr  lembaga yang dapat  me layan i
kebutuhan ekonorni  warga masyarakat;

2 .  mengusahakan agar  te tap  te rc tp ta  pe layanan ekonomi  Gampong yang
adi l  dan merata;

3 .  Memupuk usaha ker la  sama dengan lembaga- lembaga perekonomran
I  a  I  nnya;

4. Menggali ,S
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4. Menggal i  dan memanfaatkan potensi ekonomi Gampong untuk
meningkatkan Pendapatan  As l i  Gampong;

b. Menyampaikan rencana ker.1a 3 ( t iga) tahunan dan rencana kerla Aggaran
BUMG kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesaharr;

c .  Mewak i l i  BUMG ba ik  d i  da lam dan d i  luar  Pengad i lan .
(2 )  D i reksr  Badan Usaha Mi l i k  Gampong berhak  mendapat  tun jangan penghas i lan  yang

besar r rya  d isesua ikan dengan kemampuan keuangan Badan Usaha Mi l i k  Gampor rg .
(3 )  Kewaj iban D i reks i  Badan Usaha Mi l i k  Ganrpong yar tu  menyampaikan laporan

pertanggung " lawaban setrap akhir  tahun anggaran yang mel iput i ;
a .  Laporan keuangan Badan Usaha Mi l i k  Gampong kepada Geuch ik ;
b. Laporan r incian neraca laba/rugi beserta lampiran-lampirannya;
c .  Se lambat  lambatnya 3  ( t iga)  bu lan  sebe lum berakh i rnya  tahun anggaran

dt reks i  harus  menga jukan Rencana Kerya  dan Anggaran Badan Usaha Mi l i k
Gampong (BUMG).

(4) Kewa.; iban sebagarmana dimaksud ayat (3) berpedoman kepada ketentuan
perundang-undangan yang ber laku  sesua i  dengan bentuk  usaha pada ke ten tuan
pasal 3 ayat (4).

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Pasal 12

(1)  Badan Pengawas BUMG d iangkat  o leh  Geuch ik .
(2) Badan Pengawas Badan Usaha Mil ik Garnpong dari  orang yang profesional sesuai

dengan b idang usaha BUMG yang bersangkutan .
(3 )  Untuk  dapat  d iangkat  sebaga i  Badan pengawas harus  memenuh i  persyara tan  sbb:

a. Menyediakan waktu yang cukup;
b .  T idak  te r ika t  hubungan ke luarga Geuch lk ,  TPG,  badan pengawas la innya a tau

dengan D i reks i ;
( , i )  Penganokatan  dan pemberhent ian  Badan Pengawas sebaga imana d imaksud ayat

(1) di tetapkan dengan surat Keputusan Geucl i ik melalur pert imbangan TPG.
(5)  Jumla l r  Badan Pengawas pa l ing  banyak  3  ( t iga)  o ranq seorang d ian taranya d ip i l ih

sebagai Ketua merangkap Anggota.

Pasal 13

(1) Badan Pengawas BUMG mempunyar kewaj iban :
a ,  member ikan pendapat  dan saran  kepada Pemer in tah  Gampong te rhadap

pe laksanaan usaha Gampor rg ;
b .  meng iku t i  perkembangan keg ia tan  usaha Gampong dan member ikan

pendapat  dan saran  mengena i  se t iap  masa lah  yang d ianggap pent ing  bagr
penge lo laan Badan Usaha Mi l i k  Gampong;

c .  me laporkan has i l  pengawasan perkembangan keg ia tan  usaha Badan Usaha
Mi l i k  Gampong se t rap  t r iwu lan  kepada Pemer in tahan Gampong dan juga
apabi la ter. ladi  gejala menurunnya kiner ja Direksi ;

d.  memberikan pendapat dan saran kepada Geuchik terhadap pengangkatan dan
pemberhent ian Direksi ;

e .  member ikan nasehat  kepada D i reks i  da lam melaksanakan penge lo laan Badan
Usaha Mi l i k  Gampong.

(2 )  Untuk  melaksanakan kewaj iban sebaga imana drnraksud pada ayat  (1 )  Badan
Pengawas mempunyai kewenangan :
a. meminta penjelasan dari  Direksi  mengenai segala persoalan yang menyangkut

penge lo laan usaha Gampong.
b .  me l indung i  usaha Gampong te rhadap ha l  ha l  yang dapat  merusak

ke langsungan dan c i t ra  usaha Gampono.
c .  menrber ikan  per ingatan  pada D i reks i  yang t idak  nre laksanakan tugas  sesua i

ciengan program kerja yang disetuyui
d. menerima dan menolak perlanggung . lawaban keuangan dan program kerla

Direksi  tahun berjalan.
(3) Badan Pensawas .iS



(4) Badan Pengawas karena tugasnya berhak menerirna honorar ium sesuai dengan
kemampuan keuangan BUMG.

BAB VII
PERMODALAN

Pasal L4

(1)  Badan Usaha Mi l i k  Gampong merupakan usaha Gampong yang d i iaksanakan o leh
Pemerintah Gampong selaku pemil ik modal yang Cikelola bersama masyarakat.

(2) Usaha Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1-)  sebagar jenis usal-ra yang
mel ipu t i  pe layanan ekonomi  Gampong seper l i  :
a .  usaha jasa  yang mel ipu t i  jasa  keuangan,  jasa  angkutan  dara t  dan a i r ,  l i s t r i k

Gampong,  dan usaha la in  yang se jenrs .
b .  penya luran  sembi lan  bahan pokok  ekonomi  Gampong.
c .  perdagangan has i l  per tan ian  mel ipu t r  tanaman pangan,  perkebunan,

peternakan, perikanan dan agro bisnis.
d. industr i  dan keraj inan rakyat.

(3 )  Moda l  Badan Usaha Mi l i k  Gampong sebaga imana d imaksud pada ayat  ( t )  dapat
berasal dar i  :

a.  tabungan masyarakat ;
b- bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi  dan Pemerintah Kabupaten ;
c .  p inyaman ;
d .  penyer taan rnoda l  p ihak  la in  a tau  kerya  sama bagr  has i l  a tas  dasar  sa l ing

m enguntungkan.

Pasal 15

(1)  Badan Usaha Mi l i k  Gampor rg  dapat  me lakukan p in jaman sesua i  Cengan ke ten tuan
n p r a t t  r 1 2 n  n o r r  t n- , ,  r - ,  - , ,dang-undangan yang ber laku .

(2 )  P in iaman sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) ,  d i iakukan se te lah  nrendapat
persetujuar-r  Badan Pengawas.

{3 )  Besarnya p in laman sebaga imana d imaksud ayat  (1 )  d i  a tas  Rp.50 .000.000, ,  ( l ima
pu luh  ju ta  rup iah)  dengan mendapat  rekomendas i  dar i  Wal iko ta .

BAB VIII
BAGI HASIL USAHA

Pasal 15

(1)  Bag i  has i l  usaha Badan Usaha Mi l i k  Gampong ada lah  merupakan pendapatan  Badan
Usaha Mil ik Gampang yang diperolen selama 1 (satu) tahun anggaran dikurangr
biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

(2 )  Bag i  has i l  usaha sebaga imana d imaksud pada ayat  (1 ) ,  d ipergunakan secara
pro fes iona l  dan d ia tu r  da lam Qanun Gampong.

BAB TX
KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

(1)  Badan Usaha Mi l i k  Gampong dapat  me lakukan ker .1a  sama dengan p ihak  ke t iga .
(2 )  Ker ja  sama sebaga imana d imaksud pada ayat  ( i ) ,  a tas  dasar  sa l ing  menguntungkan.



BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal L8

Penge lo laan kegta tan  Badan Usaha Mi l i k  Gan ' rpong harus  d i lakukan secara  t ransparan,
berlang gu ng1awab, parl is i  pasi ,  berkel a nj  uta n dan dapat d i ter i  ma.

Pasal 19

Perlanggungjawaban pengelolaan Badan Usalra Mi l ik Gampong di laporkai ' r  kepada
Pemer in tah  Gampong se t iap  akh i r  tahun.

BAB XI
KEWAJIBAN PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 20

Perner in tah  Ganrpong da lam mengembangkan Badan Usaha Mi l i k  Gampong mempunya i
kewalrban :
a .  membina dan menger rbangkan usaha agar  tumbuh dan berkembar - rg  rnen;ad i

lembaga dan a tau  badan usa i ra  yang bermanfaat  Dagr  pera  warEa rnasyarakat
Gampong;

b .  mengusahakan agar  te tap  te rc ip tanya pe layanan yang ad i l  dan mera ta ;
c.  membina ker. la sama yang baik dengan lembaga perekonomian lainrrya;
c .  mengusahakan kekompakan da lam tubuh usaha Gampong untuk  mencegah

kemungk inan adanya orang-orang yang akan rnen, ;ad ikan usaha Gampong untuk
mencapa i  kepent ingan pr ibad i  dan go longan.

BAB XIT
PERAN TUHA PEUET GAMPONG (TPG)

Pasal 21

TPG mempunya i  peran  :
a. mel indungi Badan Usaha Mil ik Gampong bagi kemanfaatan kese. lahteraan warga

Gampong.
b .  me l indung i  Badan Usaha Mi l i k  Gampong te rhadap ha l -ha l  yang dapat  merusak

ke langsungan dan c i t ra  usaha Gampong.

BAB XIII
PEMBTNAAN

Pasal 22

Pemer in tah  Kota  Lanqsa melakukan fungs i  b imb ingar r ,  pembinaan,  dan pengarahan
terhadap Badan Usaha Mi l i k  Gampong yang pe laksanaanya d i lakukan pe jabat  yang
ditunjui<.

Pasal 23

Depaftemen dan Lembaga non Departernen yang secara sektoral  mempunyai bidang
keg ia tan  da lam tugas  pembangunan d i  Gampong dapat  pu la  melakukan b in rb inqan,
pembinaan,  dan pengarahan te rhadap Badan Usaha Mi l i k  Gampong.

BAB xJv../b



BAB Xru
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal -ha l  yang be lum d ia tu r  da lam Pera turan  Wal iko ta  in i  sepanJang menqena i
pe laksanaanya akan d ia tu r  o leh  Wal iko ta  Langsa.

Pasal 25

Pera turan  in i  mu la i  ber laku  pada tangga l  d iundangkan.

Agar set iap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peratr .rran ini
dengan penempetannya dalam Beri ta Daeralr  Kota Langsa.

Ditetapkan di  Langsa
pada tang gal 3Q- Nopernbcr20crg fv1

Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal 30 Nqgenber-2!Q-9_X4

SEKRET

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO9 NOMOR 237

12 Dzulhr.Llah 1430 H

DAERAH KOTA LANGSA


